
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR IOTAHUN 2OI2

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2O11

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2OIl tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Tahun Anggaran 2OI2 telah dijabarkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2OI7 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
Anggaran 2012;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2OLI tentang pedoman pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2OI2, program dan kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti
Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan
mendahului penetapan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan
Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD
dan memberitahukan kepada pimpinan OpRO, sehingga
fepturan Bupati Nomor 14 Tahun 2OIl perlu diubah;-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu *.n-.t pkurt
Peraturan Bupati tentang perubahan Atas peraturan
Bupati Nomor 14 Tahun 2o1r tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka6upaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2Ol2;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor T4Tahun 1959, Tambahan ^Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor l122l; {
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

U4dang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun IggT Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun I99g Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OOO tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aOaS);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2S6l;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a35S);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor IO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe;
U-ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44211+
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\;

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g \

I2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OOT tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6g6);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2Oa9 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5Oa9);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OI1 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523!;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2oor tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOI Nomor 4I, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOag);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oor tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOl Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a13S);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2ool tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOI Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4I39)f
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahwn 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahwn 20O5 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor f 38,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578)l
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman PenSrusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46Ia);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupatenf Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2OlI tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2OII tentang tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI2;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OII
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 69a\

32. Peraturan Daerah 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi
kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OO8 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OIl tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2OI2
(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara Tahun 2OII Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor
ffi);f
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN
2OII TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BET-ANJA DAERAH KABUPATEN BOI-AANG
MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2OT2.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun
2077 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Anggaran 2Ol2 pada ketentuan Pasal 2 angka I
huruf c dan angka 2 huruf a angka 1) diubah, sehingga
nilai nominal jumlah pendapatan dan jumlah belanja
menyesuaikan perubahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol2 sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 5.OOO'OOO'OOO,OO

b. Dana Perimbangan Rp. 3 LI -7 IO '966'000,00
c. l^ain-lainkndapatanyangsah Rp. L7.495.483.000,00

JumlahPendapatan Rp. 334.206'449 'OO0,0O

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2l Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Bela4ja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7l B@PBrn''rtXo-;ary;rr
S) Belanja Tidak Terduga

Rp. 126.O88.175.7 65,94
Rp.
Rp.
Rp. 6.443.445.OOO,0O
Rp. 1.55O.OOO.OOO,OO
Rp.
Rp. 12.227.927.925,06
Rp. 5OO.OOO.OOO,OO

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai

3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus (defisit)

Rp.
2l Belanja Barang dan JasaRP.

15.437.360.000,00
77 .O77 .459.180,OO

1 15.698.627.983,OO
355.O22.995.853,OO
(2O.S16.546.853,00[

Rp.
Rp.
Rp.
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan
arrggar an tahun berkenaan

Rp. 20.816.546.853,00
Rp. O,0O
Rp. 20.816.546.853,OO

Rp. O,OO

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Disahkan di
Pada tanggal

Boroko
lO Agushrr ?ot'L

BUPATI

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal lo Agurt"e btL

SEKRETARIS H

KABUPATEN BO LAANg4t[ ON
'OIVOOW UTARA,

REKY POSUMAH

BERITA DAERAH
NOMOR IO

KABUPffTEN BOI.,AANG MONGONDOW I..NARA TAHUN 2OI2

HAMDAN DATUNSOLANG

t-'

UTARA+


